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GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 42 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Menimbang : a.

Mengingat ;1

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

bahwa agar pelayvanan pemerintahan, pembangunan dan
pelayanan kepada masyarakat dapat lebih berdava guna dan
berhasil guna maka dipandang perlu melakukan penvesuaian
terhadap Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2014 tentang
Organisasi dan Tata Kera [nspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan
Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Utara;

bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor
10 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat,
Badan Perencanaasn Pembangunan Daerah, Satuan  Folisi
Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan
Utara;

Pasal 18 Avat (6] Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keusngan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomaor 47, Tambahan
Lembaran Megara Nomor 4286);

Undang-Undang  MNomor 0] Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah |(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedus atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran MNegara Nomor
48494,
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Undang-Undang Nomeor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah |(Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
FPeraturan Perundang-Undangan (Lembaran WNegara Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5233);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan
Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Tahun 2012
Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5362);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuvangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82,
Lembaran Negara Nomaor 4737),

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007
MNomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara MNomor
4828);

Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2010 tentang Satuan
Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik [ndonesia
Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor
S04y,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan
Masional Penanggulangan Bencana;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong
Praja;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 32).
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MEMUTUSEAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA EKERJA INSPEKTORAT, BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA

FPasal 1

Beberapa ketentuan didalam Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2014 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan
Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 Nomor 10] periu
dilakukan perubahan sebagai berikut :

a. Ketentuan Pasal 3 ditambah 1 (satu) angka, sehinggga Pasal 3 selenglapnya
menjadi berbunyi :

Pasal 3
1. Inspektorat;
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

Satuan Polisi Pamong Praja;
Badan Kesatuan Bangsa Politik;

o L

Badan Pemberdayaan Masvarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga
Berencana dan Pemerintahan Desa;

Badan Lingkungan hidup;

Badan Penanaman Modal Daerah dan Perijinan Terpadu;

Badan Pengelola Perbatasan;

- R

Badan Penanggulangan Bencana Provinsi;
10, Kamtor Perwakilan.

b. Ketentuan Pasal 34 ayat (1) huruf b angka 1 (satu) dan angka 3 (tiga) diubah
dan huruf e angka 3 (tiga) dihapus dan diantara huruf e dan huruf f ditambah
1 (satu) huruf yakni huruf e l., sehingga selengkapnya berbunyi sebagai
berikut;

Fasal 34

(1) Badan Pengelola Perbatasan terdiri atas;
a. Kepala Badan
b. Sekretaris, membawahkan :
(1) Sub Bagian Keuangan
(2} Sub Bagian Umum
(3} 8ub Bagian Perencanaan Program
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Bidang Pengelolaan Batas Negara, membawahlan |
(1) Sub Bidang Pengelolaan Batas Darat, Laut dan Udara
(2] Sub Bidang Pengelolaan Lintas Batas Negara
d. Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan, membawahkan :
i1) 3ub Bidang Potensi Ekonomi dan Sumber Daya Alam
(2] Sub Bidang Potensi Sosial dan Budaya
£, Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan, membawahkan :
(1) Sub Bidang Infrastruktur Ekonomi, Sosial dan Budaya
(2} Bub Bidang Infrastruktur Fisik dan Pemerintahan
[3) Dihapris
e.1, Bidang Kerjasama dan Pengembangan, membawahkan :
(1) Sub Bidang Kerjasama Lintas Sektor dan Negara
(2) Sub Bidang Pengembangan Kawasan Perbatasan
f. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Pengelola Perbatasan
Provinsi sebagaimana tersebut dalam lampiran VIIT Peraturan Gubernur ini.

c. Setelah Paragraf Sembilan ditambahkan 1 (satu) paragraf yakni Faragraf
Kesepuluh dan diantara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 4 (empatj pasal
vakni Pasal 38A, Pasal 38B, Pasal 38C dan Pasal 38D, vang selengkapnya
berbunyi sebagai berikut;

Bagian Kesepuluh
Kantor Perwakilan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 38A

(1) Kantor Perwakilan merupakan unsur pendukung tugas pemerintah
provinsi vang berkedudukan di Jakarta vang dalam melaksanakan
tugasnya berada dibawah dan bertangpung jawab kepada Gubernur
melalui sekretaris daerah, berkeordinasi dengan Biro Umum dan dan
Humas Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

(2] Kantor Perwakilan dipimpin oleh seorang kepala kantor yang secara
fungsional merangkap sebagai Pimpinan Anjungan Kalimantan Utara-
Taman Mini Indonesia Indah (TMII), dan Pimpinan Mess Pemerintah
Provinsi Kalimantan Utara.
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Paragraf 2
Tugas

Pasal 38B

Kantor Perwakilan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan
kegiatan hubungan antar lembaga, pembinaan masyarakat Kalimantan Uatara
di Jakarta, promosi dan pengelolaan Anjungan Kalimantan Utara i TMII,
pelavanan kepada pejabat daerah dan pengelolaan Mess Pemerintah Provinsi
Kalimantan Utara di Jakarta.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 33C

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal
388, Kantor Perwakilan mempunyai fungsi :

a.

b
e,

oo

-

(2

perumusan kebijakan Kantor Perwakilan sesuai dengan rencana strategis
vang telah ditetapkan pemerintah daerah;

PENyUSUNAn rencana program kerja Kantor Perwakilan;
penyelenggaraan kerja sama dibidang hubungan antar lembaga;

penyvelenggaraan pelayanan penunjang terhadap perangkat daerah vang
bertugas ke Jakarta dan pembinaan masvarakat Kalimantan Utara di
Jakarta;

pengelolaan Anjungan Daerah Kalimantan Utara di Taman Mini Indonesia
Indah;

pengelolaan Mess Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
melaksanakan urusan ketatausahaan;
pembinaan kelompok jabatan fungsional;

pelaksanaan tugas lain vang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
LUgASHYA,

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 38D

Kantor Perwakilan terdiri atas:

a. Kepala Kantor,

b. Sub Bagian Tata Usaha;

¢, Seksi Hubungan Antar Lembaga;
d. Seksi Promosi dan Informasi;

e. Seksi Pelavanan;

f. Kelompok Jabatan Fungsional
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2] Bagan Susunan Organisasi dan Tatakerja Kantor Perwakilan sebagaimana
tersebut dalam lampiran X Peraturan Gubermur .

Pasal TI
Peraturan Daerah im mulal berlaku pada tanggal diundanghkan.
Agar setiap orang mengetahuinyva, memernntahkan pengundangan Peraturan

Gubermur mi dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah  Provins
Ralimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 29 Desember 2014

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

Dr. H. IRIANTO LAMBRIE
Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanpggal 29 Desember 2014

SEKRETARIS PAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd
Drs. H. BADRUN, M.Si

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2014 NOMOR 42.
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Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
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Dr. H. IRIANTO LAMBRIE




LAMMBEAN X : PERATURAN GUHERNUE KALIMANTA UTARA NOMOR 42 TAHUN 2014

TENTAMG PERUBAHAN ATAS PFERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG DRGANISAS!I DAN TATA KERA INBPEKTORAT,
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, SATUAN POLISI PAMONG FRAJA

DOAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSL KALTMANTAN UTARA

BAGAN STRUETUR DRCANISAS] HANTOR PERWAKILAN PROVINSI HALTMANTAN UTARA

SEKSl HUBUNCAN
ANTAR LEMBAGA

KEPALA
SUB BAGLAN
TATA USAHA
SEKS] FROMOSI
o PRTREMAST SEKS] PFELAYANAN
KELOMPOK |
JABATAN
FUNGSIONAL

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

ttd

Dr. H. TRIANTO LAMBRIE
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